BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

5.1.1.

5.1.2.

Peran kantor urusan agama Kecamatan Limboto dalam
meminimalisir perkawinan dibawah umur sudah dijalankan dengan
baik, akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat kekurangan
sehingga peran yang dijalankan oleh kantor urusan agama
Kecamatan Limboto belum begitu efektif dan efisien. hal ini tentu
saja dipegaruhi oleh berbagai faktor baik dari internal maupun
eksternal dari lembaga KUA itu sendiri.

Faktor internal dan ekternal yang berasal dari dalam maupun luar
kantor urusan agama Kecamatan Limboto menjadi suatu
penghambat bagi kantor urusan agama Kecamatan Limboto dalam
meminimalisir praktek perkawinan dibawah umur. Beberapa faktor
internal seperti kurangnya SDM, fasilitas dan dana mengakibatkan
KUA Kecamatan Limboto tidak maksimal melakukan sosialisasi
kepada masyarakat tentang dampak perkawinan dibawah umur.
Faktor eksternal seperti pergaulan bebas, pengetahuan hukum,
kesadaran hukum, tingkat pendidikan, letak geografis serta
kemajuan teknologi menjadi suatu penghambat bagi kantor urusan
agama Kecamatan Limboto dalam meminimalisir praktek

perkawinan dibawah umur.
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5.2. Saran

5.2.1.

5.2.2.

Kantor urusan agama Kecamatan Limboto harus lebih menonjolkan
perannya dalam bidang upaya pencegahan perkawinan dibawah
umur, sehingga kedapannya praktek ini akan berkurang dan akan
memperbaiki serta menciptakan generasi penerus bangsa yang
mampu memajukan serta mengambangkan negara Indonesia
tercinta.

Kantor urusan agama harus sering melakukan sosialisasi kepada
masyarakat terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dan juga harus menjalin kerjasama dengan para orang
tua agar bisa menjaga anaknya agar supya tidak terjerumus ke
pergaulan yang bebas, kemudian kementerian agama harus
memberikan perhatian khusus kepada kantor-kantor urusan agama
diseluruh Indonesia dengan mengucurkan anggaran yang memadai

untuk biayai operasional kantor urusan agama ditingkat kecamatan.
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